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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, NIK 3523150901880002, Tuban, 19 Januari 1988, agama

Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan  xxxxx  xxxxxxxxxx,

bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, Surabaya, 18 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di

KABUPATEN TUBAN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonanya  tanggal  14  Oktober

2024 yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tuban,  Nomor

2211/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil  sebagai

berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal

21  Oktober  2006,  yang  dicatat  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  KUA

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

869/16/X/2006  tertanggal  23  Oktober  2006  dan  pada  saat  pernikahan

berlangsung  Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa,  setelah  akad  nikah,  Pemohon  dan  Termohon  hidup  bersama

sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah Pemohon selama

17 tahun 5 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak,

bernama 1.  xxxxxxxxxxxxxx umur 17 tahun 4 bulan, Tempat tanggal lahir,
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Tuban 03 Juni 2007 2.  xxxxxxxxxxxxxx umur 12 tahun 6 bulan, Tempat

tanggal  lahir,  Tuban  02  April  2012  saat  ini  anak-anak  tersebut  tinggal

bersama Termohon;  

3. Bahwa,  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  berjalan  rukun

dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon

sering  terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon

cemburu  buta  tanpa alasan yang jelas dan Termohon selalu  mencurigai

Pemohon menjalin cinta dengan Perempuan lain padahal Pemohon tidak

pernah  melakukan  perbuatan  tersebut  bahkan  Termohon  juga  sering

marah-marah kepada Pemohon;  

4. Bahwa,  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  sejak

Maret 2024 Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di KABUPATEN

TUBAN , akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal,

yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;  

5. Bahwa,  selama berpisah tempat  tinggal  tersebut  Pemohon dan

Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;  

6. Bahwa,  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  maka  permohonan

Pemohon  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa,  perkawinan  (rumah  tangga)  yang  demikian  menurut

Pemohon  sulit  dipertahankan  karena  kebahagiaan  yang  menjadi  tujuan

perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan

tersebut  Pemohon  bermaksud  menjatuhkan  talak  terhadap  Termohon  di

depan sidang Pengadilan Agama Tuban;  

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;  

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Tuban; 

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ; 

Subsider :
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

dan Termohon telah datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah

mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis  Hakim telah memerintahkan  Pemohon  dan Termohon

untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Yudi Arianto, S.HI., M.HI.,

dan  berdasarkan  laporan  Mediator  tanggal  28  Oktober  2024  yang  pada

pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil

mencapai kesepakatan;

Bahwa  selanjutnya  setelah  dilaksanakan  mediasi,  Pemohon  tidak

pernah datang menghadap kesidang sampai perkara ini diputus dan tidak pula

menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

sah, meskipun Pemohon telah dipanggil  secara resmi dan patut,  sedangkan

ternyata  bahwa  ketidakhadiran  Pemohon  tersebut  tidak  disebabkan  oleh

sesuatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari

Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

dan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  pengadilan  telah  berusaha  mendamaikan  para

pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara

a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR  jo.  Pasal 82 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
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Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi

dengan mediator Yudi Arianto, S.HI., M.HI. dan berdasarkan laporan mediator

tanggal  28 Oktober  2024,  menyatakan yang pada pokoknya bahwa mediasi

telah  dilaksanakan  namun  gagal  mencapai  kesepakatan.  Dengan  demikian

dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1)

dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam

permohonan  Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  Termohon  cemburu  buta  tanpa

alasan yang jelas dan Termohon selalu  mencurigai  Pemohon menjalin  cinta

dengan Perempuan lain padahal Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan

tersebut  bahkan  Termohon  juga  sering  marah-marah  kepada  Pemohon dan

telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-

istri;

Menimbang,  bahwa  dari  dalil  permohonan  Pemohon  tersebut  dapat

difahami bahwa Pemohon mengajukan perkara ini berdasar Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pertimbangan Hukum

Menimbang,  bahwa  setelah  mediasi,  Pemohon  tidak  pernah  datang

menghadap  kesidang  sampai  perkara  ini  diputus  dan  tidak  pula  menyuruh

orang  lain  untuk  datang  menghadap  sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,

meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata

bahwa ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan

yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Pemohon

tidak datang menghadap di pengadilan  pada hari  yang ditentukan meski ia

dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka

gugatannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan  pendapat Ulama Fiqih dalam

kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :
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Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan

patut  tidak  menghadap,  maka  termasuk  dholim  dan  gugur  haknya  untuk

berperkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon yang

tidak  hadir  telah  ternyata  tidaklah  bersungguh-sungguh  dalam  berperkara,

sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,

permohonan Pemohon dinyatakan gugur; 

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1.  Menyatakan  permohonan  Pemohon  Nomor  2211/Pdt.G/2024/PA.Tbn

gugur;

2.  Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Pemohon  yang  hingga  kini

dihitung sebesar Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin  tanggal  11  November  2024  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  9

Jumadil  Awwal  1446  Hijriyah, oleh  Drs.  H.  Masngaril  Kirom,  S.H.,  M.HES

sebagai  Ketua Majelis,  Marwan, S.Ag.,  M.Ag dan Slamet,  S.Ag.,  S.H.,  M.H.

sebagai  Hakim  Anggota  dan  diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum

pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota
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tersebut  dan  Kasiyanto,  S.H.  sebagai  Panitera Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Kasiyanto, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA  

1. PNBP Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. Panggilan Rp. 400.000,-
4. Biaya Sumpah Rp. ,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 570.000,-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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